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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : 

Jabatan: 

 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang 

berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG 

DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS KLINIK GIGI DAN DOKTER 

GIGI PRAKTIK MANDIRI”. Saya sudah diinformasikan oleh peneliti bahwa 

wawancara ini bersifat sukarela dan informasi yang didapatkan hanya akan 

digunakan untuk keperluan penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

         Semarang, 

          Narasumber 

 

 

 

         (……………………………)  
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Lampiran 2. Panduan Wawancara Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Semarang 

Daftar Pertanyaan Wawancara  

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

 

1. Apakah Pemerintah Kota Semarang memiliki kebijakan khusus dalam hal 

penanganan limbah medis di fasyankes? Seperti apa bentuk kebijakan yang 

telah dikeluarkan? 

2. Apakah kebijakan tersebut telah menganalisis klinik gigi dan dokter gigi 

praktik mandiri?  

3. Siapa saja yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan menangani 

urusan limbah medis di fasyankes? 

4. Sejauh apa kewenangan Dinas dalam mengatur mengenai pengelolaan 

limbah medis di fasyankes? 

5. Apakah Dinas telah memiliki bidang khusus yang menangani masalah 

limbah medis di fasyankes? 

6. Wewenang dan tanggungjawab apa yang dibebankan kepada bidang 

tersebut? 

7. Apa saja program kerja yang dicanangkan terkait penanganan limbah medis 

di fasyankes? 

8. Apakah program kerja tersebut telah menyasar klinik gigi dan dokter gigi 

praktik mandiri? 

9. Apakah program kerja tersebut telah terlaksana dengan baik di lapangan? 

10. Faktor pendukung apa saja yang didapatkan selama melaksanakan program 

kerja tersebut?  

11. Apakah ada kendala selama melaksanakan program kerja terkait 

pengelolaan limbah medis di fasyankes? 

12. Apakah Dinas telah memiliki data timbunan limbah B3 di fasyakes 

khususnya klinik gigi dan dokter gigi praktik mandiri?  

13. Bagaimana kondisi timbunan limbah yang dihasilkan oleh masing-masing 

fasyankes? 

14. Apakah ada umpan balik dari Dinas Kesehatan menanggapi potensi 

timbunan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes? 

15. Apakah terdapat buku panduan, standar prosedur operasional, surat edaran, 

petunjuk teknis, ataupun memo yang berkaitan dengan pengelolaan limbah 

medis di fasyankes? 
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16. Jika ada, bagaimana prosesi sosialisasinya ke masyarakat khususnya 

fasyakes? 

17. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dari kebijakan, regulasi, atau 

program kerja yang sudah dicanangkan? 

18. Apakah selama ini ada aduan yang masuk terkait dengan temuan limbah 

medis? Seperti apa aduannya? 

19. Jika ada, bagaimana cara Dinas menanggapi aduan tersebut? 

20. Apakah Dinas memiliki standar prosedur operasional atau petunjuk teknis 

cara menanggapi aduan dari masyarakat terkait limbah medis? Seperti apa 

protokolnya? 
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Lampiran 3. Panduan Wawancara Responden Pemilik Klinik dan Dokter Gigi 

Praktik Mandiri 

Daftar Pertanyaan Wawancara  

Pemilik Klinik / Petugas Limbah Medis di Klinik dan Dokter Gigi Praktik 

Mandiri 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang dimaksud dengan limbah medis dan 

limbah non medis? 

2. Bagaimana sistem pengelolaan limbah medis dan limbah non medis di 

klinik / tempat praktik ini? 

3. Apakah pelayanan kesehatan gigi disini masih menggunakan amalgam 

sebagai bahan tumpatannya? 

4. Bagaimana pengelolaan limbah medis yang mengandung amalgam di 

klinik/tempat praktik ini? 

5. Apakah pengelolaan limbah medis di klinik/tempat praktik ini dilakukan 

sendiri? 

6. Apabila dikelola oleh pihak lain, bagaimana prosedur kerja sama 

pengelolaan limbah medis dengan pihak tersebut?  

7. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan limbah medis dan non medis di klinik/tempat praktik ini? 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan limbah medis di klinik/tempat 

praktik ini sudah aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku? 

9. Bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan dalam mengelola limbah 

medis di klinik/tempat praktik ini? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apa hambatan yang dihadapi dalam mengelola limbah 

medis di klinik/tempat praktik ini? 

11. Menurut Bapak/Ibu, apa dukungan yang diterima dalam mengelola limbah 

medis di klinik/tempat praktik ini? 

12. Adakah program/kebijakan di klinik/tempat praktik ini untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan limbah medis? 
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Lampiran 4. Daftar Tilik Observasi Pengelolaan Limbah Medis di Klinik dan 

Dokter Gigi Praktik Mandiri 

Daftar Tilik Observasi  

Pengelolaan Limbah Medis di Klinik dan Dokter Gigi Praktik Mandiri 

I. Pengurangan dan Pemilahan Limbah Medis 

No Kegiatan Ya Tidak 

1 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri telah mengganti 

alkes yang mengandung merkuri dengan produk alkes lain 

yang non merkuri? 

  

2 Apakah klinik/ dokter gigi praktik mandiri telah 

melakukan substitusi penggunaan produk pembersih 

mengandung bahan kimia berbahaya dengan produk 

pembersih lain yang non toksik? 

  

3 Apakah ada petugas khusus yang melakukan pengelolaan 

limbah medis dan non medis? 

  

4 Apakah klinik/ dokter gigi praktik mandiri masih 

menjalani prosedur sterilisasi secara kimia? 

  

5 Apakah perawat/dokter gigi selalu memastikan tanggal 

kadaluarsa seluruh produk farmasi dan kimia kemudian 

menyesuaikannya dengan kecepatan konsumsi terhadap 

produk tersebut? 

  

6 Apakah klinik/dokter gigi mandiri telah melakukan 

penataan prosedur kerja penanganan medis yang baik? 

  

7 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri telah 

menerapkan sistem reuse untuk beberapa alkes yang 

digunakan? 

  

8 Apakah dilakukan pemisahan limbah medis dengan 

limbah non medis? 

  

9 Apakah limbah medis yang dihasilkan dipisahkan menurut 

kategorinya? 

  

10 Apakah limbah medis tersebut dimasukkan dalam 

kontainer berwarna yang sesuai ketentuan dan berlabel? 

  

11 Apakah kontainer limbah medis sudah diletakkan di ruang 

tindakan? 

  

12 Apakah container tersebut dipindahkan setelah terisi ¾ 

penuh? 
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II. Penyimpanan Sementara Limbah Medis 

No Kegiatan Ya Tidak 

1 Apakah klinik/tempat praktik ini memiliki tempat 

penampungan sementara limbah medis padat yang sesuai 

dengan ketentuan yang ada? 

  

2 Apakah limbah medis padat sudah tersimpan dalam wadah 

yang layak dan sesuai ketentuan? 

  

3 Apakah limbah medis padat yang ada sudah masuk dalam 

kantong plastik berikat? 

  

4 Apakah setiap kantong plastik berisi limbah medis padat 

sudah diberi label sesuai dengan kategori isi limbah 

medisnya? 

  

5 Apakah limbah medis padat dalam kantong terisi ¾ 

penuh? 

  

6 Apakah klinik/tempat praktik memiliki kereta dorong 

khusus untuk mengangkut limbah medis? 

  

7 Apakah klinik/tempat praktik memiliki pendingin bersuhu 

0oC atau lebih rendah? 

  

8 Apakah dilakukan sterilisasi autoklaf pada limbah medis 

padat sebelum dibuang? 

  

9 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri mengumpulkan 

limbah gigi bekas pencabutan? 

  

10 Apakah limbah gigi tersebut disterilisasi dengan autoklaf 

sebelum disimpan? 

  

11 Apakah limbah medis cair dibuang ke dalam tangki 

septik? 

  

III. Penanganan amalgam dan alat/bahan lain yang mengandung merkuri? 

No Kegiatan Ya Tidak 

1 Apakah di dental unit yang ada sudah memiliki amalgam 

separator? 

  

2 Apakah dokter gigi meletakkan amalgam bersama dengan 

limbah infeksius yang ada? 

  

3 Apakah di klinik/tempat praktik memiliki bahan/alat lain 

yang mengadung merkuri? 

  

IV. Pegangkutan Dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

No Kegiatan Ya Tidak 

1 Apakah terdapat petugas yang bertanggungjawab 

mengumpulkan limbah medis dari setiap ruangan secara 

periodik? 
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2 Apakah setelah dipindahkan, kantong limbah dalam 

wadah diganti yang baru? 

  

3 Apakah kantong limbah medis selalu tersedia di setiap 

ruang tempat dihasilkannya limbah? 

  

4 Apakah wadah pengumpulan limbah medis padat di setiap 

ruangan rutin dibersihkan dan di-desinfeksi setiap hari? 

  

5 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri memiliki wadah 

beroda atau troli sebagai alat pengangkut limbah? 

  

6 Apakah terdapat jadwal pengumpulan limbah dari setiap 

ruangan? 

  

V. Pengolahan Limbah Medis 

No Kegiatan Ya Tidak 

1 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri mengolah 

limbah medis padat yang dihasilkan secara mandiri? 

  

2 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri 

mempercayakan pengolahan limbah medis padat yang 

dihasilkan kepada pihak lain? 

  

3 Apakah pihak lain yang dipercaya tersebut mengangkut 

limbah medis padat yang disimpan di tempat 

penampungan sementara dalam waktu kurang dari 48 

jam? 

  

4 Apakah pihak lain yang dipercaya mengolah limbah medis 

padat tersebut menggunakan metode insenerasi? 

  

5 Apakah klinik/dokter gigi praktik mandiri memiliki 

instalasi IPAL sebagai sarana pengolahan limbah cair? 

  

VI. Perlindungan Personel Pengelolaan Limbah Medis 

No 8Kegiatan Ya Tidak 

1 Apakah petugas pengelola limbah memiliki alat pelindung 

diri yang lengkap (helm, asker wajah, pelindung mata, 

apron, pelindung kaki/sepatu boot, dan sarung tangan)? 

  

2 Apakah tersedia fasilitas mencuci tangan (air mengalir, 

sabun, alat pengering) atau cairan antiseptik yang 

terjangkau oleh petugas? 

  

3 Apakah petugas telah mendapatkan imunisasi hepatitis B 

dan tetanus? 

  

4 Apakah petugas rutin menjalani pemeriksaan medis 

khusus (medical check-up) minimal 2 tahun sekali? 
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VII. Pembuangan limbah ke pembuangan limbah domestik (saluran air) 

No  Kegiatan Ya Tidak 

1  Apakah klinik/tempat praktik 

membuang limbah cairan ke 

saluran pembuangan domestik? 

  

2  Apakah klinik/tempat praktik 

membuang sisa cairan kimia 

untuk sterilisasi atau desinfektan 

ke saluran air? 

  

3  Apakah saat petugas mencuci 

peralatan mekas amalgam, 

cairannya dibuang ke saluran 

air? 

  

4  Apakah klinik tempat praktik 

memiliki septic tank? 

  

5  Apakah limbah cairan dari 

dental unit atau bekas pencucian 

alat dibuang ke septic tank? 

  

6  Apakah limbah cairan bekas 

pencucian amalgam (saat 

pembongkaran restorasi 

amalgam) dibuang ke septic 

tank? 
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Lampiran 5. Izin Penelitian ke Dinas Kesehatan Kota Semarang 
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Lampiran 6. Izin Penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 
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Lampiran 7. Izin Penelitian ke Klinik B  
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Lampiran 8. Izin Penelitian ke Klinik C 
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Lampiran 9. Alur Pengajuan Izin TPS Limbah B3 DLH Kota Semarang 
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Lampiran 10. Prosedur Pengajuan Izin TPS Limbah B3 DLH Kota Semarang 
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Lampiran 11. Alur Perizinan DPMPTSP Kota Semarang 
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Lampiran 12. Formulir Permohonan SPPL DPMPTSP Kota Semarang 
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Lampiran 13. Syarat Administratif Pengurusan SPPL di DPMPTSP 
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Lampiran 14. Syarat Administratif Pengajuan Izin Klinik dari DKK Semarang 
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Lampiran 15. Syarat Pengurusan SIP PDGI Cabang Semarang 
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Lampiran 16. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup 

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI 
DAERAH KABUPATEN/ 

KOTA 

1 Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

(RPPLH) nasional 

 

RPPLH Provinsi RPPLH kabupaten/kota 

2 Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

KLHS untuk kebijakan, 

rencana, dan program KRP 

Nasional. 

 

KLHS untuk provinsi KLHS untuk kabupaten/kota 

3 Pengendalian 

Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Pencegahan, penanggulangan, 

dan pemulihan pencemarandan 

kerusakan lingkungan hidup 

lintas daerah provinsi dan 

lintas batas negara. 

 

Pencegahan, penanggulangan, 

dan pemulihan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hidup lintas Daerah, 

kabupaten/kota dalam1 daerah 

provinsi 

Pencegahan, penanggulangan 

dan pemulihan pencemaran 

dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup dalam 

daerah kabupaten/kota 

4 Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3), dan 

Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

(Limbah B3) 

 

a. Pengelolaan B3 

b. Pengelolaan limbah B3 

Pengumpulan limbah B3 lintas 

daerah kabupaten/kota dalam 

satu daerah provinsi 

a. Penyimpanan sementara 

limbah B3  

b. Pengumpulan limbah B3 

dalam satu daerah 

kabupaten/kota 

5 Pembinaan dan Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan 
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NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI 
DAERAH KABUPATEN/ 

KOTA 

pengawasan terhadap 

izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup (PPLH) 

 

terhadap usaha dan kegiatan 

yang izin lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat 

terhadap usaha dan kegiatan 

yang izin lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

terhadap usaha dan kegiatan 

yang izin lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota 

6 Pendidikan, Pelatihan, 

dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

 

Penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan 

lingkungan hidup untuk 

lembaga kemasyarakatan 

tingkat nasional 

Penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan 

lingkungan hidup untuk 

lembaga kemasyarakatan 

tingkat Daerah Provinsi 

Penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan 

lingkungan hidup untuk 

lembaga kemasyarakatan 

tingkat Daerah 

kabupaten/kota 

 

7 Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

Penyelesaian pengaduan 

masyarakat di bidang PPLH 

terhadap:  

a. usaha dan kegiatan yang 

izin lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat 

b. usaha dan kegiatan yang 

lokasi dan dampaknya 

lintas daerah Provinsi 

Penyelesaian pengaduan 

masyarakat di bidang PPLH 

terhadap:  

a. usaha dan kegiatan yang 

izin lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi  

b. usaha dan kegiatan yang 

lokasi dan dampaknya 

lintas daerah 

kabupaten/kota 

Penyelesaian pengaduan 

masyarakat di bidang PPLH 

terhadap:  

a. usaha dan kegiatan yang 

izin lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota  

b. usaha dan kegiatan yang 

lokasi dan dampaknya di 

Daerah kabupaten/kota 

8 Persampahan a. Penerbitan izin insenerator Penanganan sampah a. Pengelolaan sampah  
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NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI 
DAERAH KABUPATEN/ 

KOTA 

pengolah sampah menjadi 

energi listrik 

b. Penerbitan izin 

pemanfaatan gas metana 

(landfill gas) untuk energi 

listrik di tempat 

pemrosesan akhir (TPA) 

regional oleh pihak swasta. 

c. Pembinaan dan 

pengawasan penanganan 

sampah di TPA/tempat 

pengolahan sampah terpadu 

(TPST) regional oleh pihak 

swasta.  

d. Penetapan dan pengawasan 

tanggung jawab produsen 

dalam pengurangan sampah  

e. Pembinaan dan 

pengawasan tanggung 

jawab produsen dalam 

pengurangan sampah. 

TPA/TPST regional b. Penerbitan izin 

pendaurulangan sampah 

/pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan 

pemrosesan khir sampah 

yag diselenggarakan oleh 

swasta.  

c. Pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

sampah yang 

diselenggarakan oleh 

pihak swasta. 
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Lampiran 17. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesehatan 

NO URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1 Upaya Kesehatan 

a. Pengelolaan upaya kesehatan 

perorangan (UKP) rujukan 

nasional/lintas Daerah Provinsi. 

b. Pengelolaan upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) nasional dan 

rujukan nasional/lintas Daerah 

provinsi.  

c. Penyelenggaraan resgistrasi, 

akreditasi, dan standardisasi fasilitas 

pelayanan kesehatan publik dan 

swasta. 

d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A 

dan fasilitas pelayanan kesehatan 

penanaman modal asing (PMA) 

serta fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat nasional 

a. Pengelolaan UKP 

rujukan tingkat Daerah 

provinsi/lintas Daerah 

kabupaten/kota.  

b. Pengelolaan UKM 

Daerah provinsi dan 

rujukan tingkat Daerah 

provinsi/lintas Daerah 

kabupaten/kota. 

c. Penerbitan izin rumah 

sakit kelas B dan 

fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat 

Daerah provinsi 

a. Pengelolaan UKP 

kabupaten/kota rujukan tingkat 

kabupaten/kota.  

b. Pengelolaan UKM 

kabupaten/kota rujukan tingkat 

kabupaten/kota. 

c. Penerbitan izin rumah sakit 

kelas C dan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat 

kabupaten/kota. 

2 

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Kesehatan 

a. Penetapan standardisasi dan 

registrasi tenaga kesehatan 

Indonesia, tenaga kesehatan warga 

negara asing (TK-WNA), serta 

penerbitan rekomendasi 

pengesahan rencana penggunaan 

tenaga kerja asing (RPTKA) dan 

Perencanaan dan 

pengembangan SDM 

kesehatan untuk UKM dan 

UKP Daerah Provinsi 

a. Penerbitan izin praktik dan izin 

tenaga kesehatan. 

b. Perencanaan dan pengembangan 

SDM kesehatan untuk UKM dan 

UKP Daerah kabupaten/kota. 
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NO URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 

izin mempekerjakan tenaga asing. 

b. Penetapan penempatan dokter 

spesialis dan dokter gigi spesialis 

bagi Daerah yang tidak mampu dan 

tidak diminati. 

c. Penetapan standar kompetensi 

teknis dan sertifikasi pelaksana 

Urusan Pemerintahan bidang 

kesehatan. 

d. Penetapan standar pengembangan 

kapasitas SDM kesehatan. 

e. Perencanaan dan pengembangan 

SDM kesehatan untuk UKM dan 

UKP Nasional. 

3 

Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, 

dan Makanan 

Minuman 

a. Penyediaan obat, vaksin, alat 

kesehatan, dan suplemen kesehatan 

program nasional.  

b. Pengawasan ketersediaan 

pemerataan dan keterjangkauan 

obat dan alat kesehatan. 

c. Pembinaan dan pengawasan 

industri, sarana produksi dan 

sarana distribusi sediaan farmasi, 

obat tradisional, alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah 

tangga (PKRT), bahan obat, bahan 

a. Penerbitan pengakuan 

pedagang besar farmasi 

(PBF) cabang dan 

cabang penyalur alat 

kesehatan (PAK)  

b. Penerbitan izin usaha 

kecil obat tradisional 

(UKOT) 

a. Penerbitan izin apotek, toko 

obat, toko alat kesehatan dan 

optikal.  

b. Penerbitan izin usaha mikro 

obat tradisional (UMOT).  

c. Pnerbitan sertifikat produksi 

alat kesehatan kelas satu 

tertentu dan PKRT kelas satu 

tertentu perusahan rumah 

tangga.  

d. Penerbitan izin produksi 

mkanan dan minuman pada 

industri rumah tangga. 
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NO URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 

baku alam yang terkait dengan 

kesehatan 

e. Pengawasan post-market 

priduk makanan-minuman 

industri rumah tangga. 

4 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Bidang Kesehatan 

Pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan melalui tokoh nasional dan 

internasional, kelompok masyarakat, 

organisasi swadaya masyarakat serta 

dunia usaha tingkat nasional dan 

internasional 

Pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan melalui 

tokoh provinsi, kelompok 

masyarakat, organisasi 

swadaya masyarakat dan 

dunia usaha tingkat 

provinsi 

Pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan melalui tokoh 

kabupaten/kota, kelompok 

masyarakat, organisasi swadaya 

masyarakat, dan dunia usaha 

tingkat kabupaten/kota. 
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Lampiran 18. Hasil Plagiarism Check 

 

 

 


